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KINERJA DPR

Perlu Kontrol Rakyat Cegah Pragmatisme

JAKARTA, KOMPAS — Ke-
lompok masyarakat sipil diha-
rapkan lebih aktif mengawal ki-
nerja DPR, terutama saat mereka
menjalankan fungsi pengawasan
terhadap pemerintah. Hal itu di-
perlukan untuk mencegah legis-
latif menggunakan kekuasaannya
demi kepentingan pragmatis par-
tai politik yang berbeda dengan
aspirasi publik.

Demikian salah satu gagasan
dalam lokakarya ”"Fungsi Peng-
awasan Legislatif” yang digelar
Pusat Kajian Politik (Puskapol)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia
(UD), di Jakarta, Rabu (17/9).

Hadir, antara lain, Direktur
Puskapol UI Sri Budi Eko War-
dani; peneliti Puskapol, Yolanda;
Ketua Badan Akuntabilitas Ke-
uangan Negara DPR sekaligus
anggota Komisi VIII DPR dari
Fraksi Gerindra, Sumarjati Arjo-
so; anggota DPR Fraksi Partai
Golkar, Poempida Hidayatullah,
peneliti senior Forum Masyara-
kat Peduli Parlemen Indonesia,

Tommy A Legowo; peneliti Lem-
baga Ilmu Pengetahuan Indone-
sia, Firman Noor; peneliti Indo-
nesia Corruption Watch, Abdul-
lah Dahlan; serta peneliti Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan, Ro-
nald Rofiandri.

Tommy A Legowo menilai,
pengawasan merupakan fungsi
penting DPR untuk mendorong
kinerja pemerintah yang trans-
paran, bertanggung jawab, dan
berorientasi pada kesejahteraan
rakyat. Namun, pada pelaksana-
annya, pengawasan legislatif se-
ring menyimpang akibat penga-
ruh fraksi yang merupakan ke-
panjangan tangan partai politik.
Setiap partai memiliki program
dan kepentingan politik sendiri.
”Ada juga pengaruh koalisi. Mes-
ki tak disebutkan dalam un-
dang-undang, faktanya kekuatan
koalisi sangat berpengaruh pada
konstelasi DPR,” katanya.

Menurut Abdullah Dahlan,
idealnya setiap anggota DPR pu-
nya otonomi sebagai pengawas
pemerintah. Namun, kenyataan-

nya, mereka dikerangkeng dalam
sikap fraksi dan sulit bersebe-
rangan dengan fraksinya. Jika
berbeda pendapat, mereka teran-
cam dipecat sebagai anggota
DPR. “Sebaiknya, setiap fraksi
memberikan Kkeleluasaan - bagi
anggotanya bersikap berbeda da-
larh isu-isu penting. Dengan be-
gitu, anggota legislatif lebih oto-
nom dan bisa selalu kritis,” ujar-
nya.

Yolanda, yang menjelaskan ka-
jian Puskapol, menyebutkan, saat
ini semakin tumbuh kelompok
masyarakat sipil yang berpotensi
menjadi kekuatan ekstra parle- .
menter. Selama Pemilu Presiden
2014, mereka mengorganisasi di-
ri dalam organisasi relawan yang
mendorong kampanye sehat dan
kreatif serta mengawasi rekapi-
tulasi suara hasil pemilu oleh
Komisi Pemilihan Umum. Seusai
pemilu, sebagian dari mereka
mengkritisi kinerja DPR dalam
membuat undang-undang, se-
perti revisi Rancangan Un-
dang-Undang Pilkada. (AM)



